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Pemulihan Ekonomi Melalui Desa Wisata

PEMULIHAN ekonomi tercepat,
diharapkan melalui desa wisata,
pasca dihantam Pandemi Covid-
19. Harapan ini dikemukakan dari
Men teri Desa Desa Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Trtansmi-
grasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar
(KR 26/2). Karena itulah, PDTT
meluncurkan lomba promosi desa
wisata nusantara selama penuh
yang berhadiah Rp 1 miliar.

Harapan Menteri PDTT wajar,
karena memang setelah dihantam
Pandemi lebih dari 2 tahun, masya-
rakat jenuh. Sehingga dengan
adanya promosi desa wisata nu-
santara akan mengembalikan se-
mangat untuk berwisata. Meskipun
sebenarnya, saat Pandemi tetap
saja desa wisata di Yogya diserbu
wisatawan. Setiap libur panjang se-
lalu saja desa wisata di Yogya di-
datangi wisatawan.

Sejumlah desa wisata mela-
porkan mulai menggeliat meski
belum bisa semuanya. Apalagi pe-
merintah mengumumkan, bahwa
masyarakat boleh mudik. Larangan
untuk tidak mudik dicabut, jika me-
nurut Menteri Kesehatan Budi
Gunadi Sadikin , hingga akhir April
2022 jika dua dosis vaksinasi bisa
diselesaikan 70%. Maka jika target
itu tercapai, warga sudah bisa leng-
gang kangkung bersiltaruhami de-
ngan keluarga di Hari Raya Idul Fitri
1443 H, secara normal tanpa takut
pembatasan.

Data terakhir, menurut Menteri
Kesehatan saat ini sudah 190 juta
dosis pertama sudah disuntikan,
artinya sudah lebih dari 70 persen
dari target vaksinasi. Sedang dosis
kedua baru 69 persen. Maka sele-
sainya vaksinasi ini akan menjadik
penentu, apakah kita bisa pulang
ke kampung halaman dengan nya-
man atau masih ada pembatasan
(KR 1/3). Kalau bisa terlaksana,
seperti yang diharapkan Menteri
PDTT Abdul Halim Iskandar, desa
wisata akan mempercepat pemuli-
han ekonomi rakyat.

Belum lama ada penjurian desa
wisata DIY yang digelar oleh Dinas
Pariwisata DIY yang melibatkan un-
sur praktisi dan media massa. Dari
catatan kunjungan, memang se-

jumlah desa wisata mulai bangkit.

Bahkan dengan kreativitas ma-
sing-masing yang diharapkan
mampu mendongkrak ekonomi ki-
ta. Karena di desa wisata tentu
melibatkan penjualan suvenir, kulin-
er yang khas serta aktivitasnya.
Belum lagi transportasi juga akan
hidup, selain perhotelan atau home
stay masing-masing desa yang
unik.

Kini desa wisata memang dilirik
kementrian PDTT, khususnya un-
tuk menghidupkan Badan Usaha
Milik Desa (Bumdes) atau Bumdes
Bersama. Sebelumnya Desa
Wisata adalah urusan kementrian
Pariwisata. Memng realitasnya
Desa Wisata masih perlu uluran ta-
ngan pemerintah untuk pengem-
bangan. Bukan hanya untuk pe-
ngembangan secara pisik, namun
secara Sumber Daya Manusia sa-
ngat perlu. Apalagi sudah di-
canangkan kanal digital sebagai
keharusan, karena lebih praktis dan
mudah.

Kementrian PDTT menyatakan
akan mengembangkan aplikasi de-
sa wisata nusantara, yakni aplikasi
yang seluruhnya untuk promosi de-
sa wisata nusantara, yang juga pro-
mosi untuk wisata desa. Dalam ba-
hasa Menteri PDTT &Jangan ap-
likasi yang itu-itu sajai. Lomba yang
kemudian digelar adalah lomba
promosi desa wisata.

Namun yang harus diprioritaskan
berikutnya, adalah masalah SDM
dengan segala fasilitasnya. Tidak
semua desa wisata siap dikunjungi,
agar wisatawan yang datang tidak
kecewa sehingga bukan hyanya
menimbulkan kesan buruk atau ku-
muh, namun tidak akan diulangi la-
gi datang ke desa wisata tersebut.
Karena itulah, menurut kita benahi
juga fasilitas desa wisata dan SDM,
sebelum promosi besar-besaran.
Benahi mulai dari SDM misalnya
pemandiu wiasta yang ramah dan
cakap, paket yang berkualitas dan
konsisten CHSE yang harus priori-
tas dan transportasi yang aman,
serta dan sehat. Karena itu, se-
baiknya antara Kementrian Pariwi-
sata dan PDTT duduk Bersama
membahas agar lebih klop. ***

— PIKIRAN PEMBACA —

Naskah bisa dikirim Email atau WA

pikiranpembaca@gmail.com () 0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/Scan KTP

atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40 - 42 Yogyakarta 55323.
Naskah tidak berisi ujaran kebencian,SARA dan Hoaks.

.

Isi menjadi tanggungjawab penulis.

>

Gedung DPRD Rp 42 Miliar, Jangan Lupakan Rakyat

MEMBACA di Kedauatan Rakyat,
bahwa saat ini segera dibangun
Gedung DPRD Kabupaten Gunung
kidul dibangun menelan anggaran
sebesar Rp 42 miliar. Luar biasa.
Bangunan berlantai 4 tersebut, di-
harapkan pembangunan dimulai
April 2022 ini. Tentu Gedung para
wakil rakyat akan sangat megah di
wilayah kabupaten yang sering keke-
ringan itu. Mudah-mudahan biaya

sebesar itu untuk Gedung wakil rak-
yat bisa menambah semangat,
gairah baru para wakil rakyat untuk
memperjuangkan aspirasi rakyat.
Sebab dibangun dari uang rakyat.
Mudah-mudahan bisa menjadikan
Gedung tempat rakyat mengadu dan
berkeluh kesah. Jangan hanya besar
gedungnya, tetapi tumpul pada nasib
rakyat Gunungkidul.

Sukarman, Minggir, Sleman.

Hati-hati Obat Kedaluwarsa

MASA pandemi Covid-19 me-
mang luar biasa, jumlah produksi
obat. Macam-macam obat diproduk-
si, dan memang sangat diperlukan
masyarakat. Sekarang ini jenis obat
baru bermunculan di mana-mana
toko obat dan apotek. Saya hanya
berharap mudah-mudahan karena
saking banyak memproduksi obat,
sehingga ada yang kadaluwarsa

tetapi tetap dijual dengn asumsi
banyak warga tidak tahu obat. Asal
beli tanpa memperhatikan kedalu-
warsa. Karena itu kita berharap agar
kita semua, warga masyarakat ikut
mengawasi. Jika membeli obat lihat
tanggal kedaluwarsanya. Mudah-

mudahan bermanfaat.
Ny Ameliawati, Ngestiharjo,
Kasihan, Bantul 55182.

Tunjangan Perhaikan Penghasilan Guru Versus Staf

AKHIR-AKHIR ini di media sosial,
khususnya oleh akun para guru Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY), ramai dibin-
cangkan tentang Tunjangan Perbaikan
Penghasilan dengan tagar #saveguruDIY.
Mengapa tagar ini bermunculan, pasti ada
hal ikhwalnya. Tunjangan Perbaikan
Penghasilan (TPP) rupanya faktor penye-
bab unggahan itu marak. Oleh para guru
dianggap pelaksanaan TPP ada ketidak-
adilan cukup tajam ketika dibandingkan
dengan Tenaga Kependidikan atau Staf
Tata Usaha sekolah.

Undang-undang Nomor 14 Tahun
2014 Tentang Guru dan Dosen, Pasal
14 ayat 1 menyebutkan, setiap guru
yang melaksanakan tugas profesional
berhak memperoleh penghasilan di
atas kebutuhan minimum dan jamin-
an kesejahteraan sosial. Berangkat
dari regulasi inilah semua guru yang
telah mempunyai Sertifikat Pendidik
berhak mendapatkan Tunjangan
Sertifikasi sebesar satu kali gaji
pokok dipotong pajak sesuai pangkat
dan golongan. Di masa ini guru
merasa betul-betul diapresiasi seba-
gai Pegawai Negeri yang mempunyai
kemartabatan berbeda dengan
Pegawai Negeri lainnya.

Perlakuan berbeda terhadap sesama
pegawai negeri seolah menjadikan ke-
cemburuan pegawai negeri yang
bukan guru. Sebagai ‘peredam’ atas per-
lakuan berbeda ini banyak disikapi oleh
beberapa daerah dengan melahirkan kebi-
jakan baru bernama Tunjangan
Perbaikan Penghasilan. Untuk guru yang
sudah menerima Tunjangan Sertifikasi
sebesar satu kali gaji tidak termasuk
dalam kategori ini secara mutlak. Artinya,
diberikan tetapi hanya sebatas merasa-
kan saja. Memang, setiap pemerintah da-
erah berbeda-beda dalam penerapan atur-
an main TPP ini. Kebanggaan yang dulu-
nya dirasakan oleh setiap guru profesional
kini mulai tergerus bahkan hilang seiring
lahirnya TPP yang kurang berpihak pada
profesi guru.

Di lapangan memang data menun-
jukkan besaran TPP yang diterimakan
kepada guru sangat berbeda dengan staf.

Samsuri Nugroho

Perbedaan sangat dirasakan oleh semua
guru pada kategori apapun dibanding staf,
mulai dari kepala sekolah, guru berserti-
fikat pendidik, dan apalagi yang belum
bersertifikat. Sementara untuk deretan
staf tenaga kependidikan tertinggi ada pa-
da kepala tata usaha (berkisar Rp
6.500.000,-) yang jauh di atas TPP kepala
sekolah (berkisar Rp 2.000.000,-). Dengan
alasan sudah mendapat Tunjang Profesi

Guru maka TPP guru biasa (Rp 950.000,-)
jauh di bawah staf tata usaha non struktu-
ral (RP 3.500.000,-). Dan yang paling
terasa kepiluannya dirasakan guru PNS
yang belum bersertifkat pendidik yang
perolehannya sangat jauh di bawah staf
biasa seorang PNS. Melihat data terebut
penulis yang pernah menjadi guru PNS
merasa berempati sekaligus ikut terpang-
gil untuk melihat persoalan sebenarnya.
Persoalan menjadi jelas dan sangat be-
ralasan jika sekarang guru merasakan
kegelisahan. Ketika masa TPP belum
lahir, keberadaan guru di sekolah menjadi
kunci strategis keberhasilan proses pem-
belajaran. Pengakuan atas keberadaan-
nya yang sangat penting itu, apresiasi fi-
nansial yang ‘berlebih’ pun diberikan. Saat
ini, para guru merasa kurang dihargai

karena TPP yang diterima lebih rendah
dari staf. Pasti pendapat para guru seperti
ini tidak bermaksud mengatakan keber-
adaan staf kurang berfungsi. Peran pen-
ting dalam ketugasannya sebagai pen-
didik seperti mendidik, mengajar, mem-
bimbing, mengarahkan, melatih, menilai,
dan mengevaluasi seolah kandas tertelan
adanya perbedaan TPP dengan staf.
Sementara staf atau biasa disebut tenaga
kependidikan, ranah pekerjaanya lebih
bersifat membantu kelancaran berlang-
sungnya penyelenggaran proses belajar
mengajar di sekolah.

Penulis yang sudah tidak aktif lagi
sebagai guru pun beropini bahwa pe-
nerapan TPP di sekolah perlu ditinjau
ulang agar tidak terjadi kegelisahan
guru yang berkepanjangan. Tagar
#saveguruDIY jika terus merebak,
sedikit banyak akan berpotensi menu-
runkan kualitas guru dalam melak-
sanakan tugas profesinya, sekali pun
tidak sampai pada gerakan yang lebih
tajam.

Para guru DIY selama ini adalah
para pendidik profesional yang paham
persis memaknai arti kemuliaan guru,
sehingga hal-hal yang kontra produk-
tif pasti tidak dipilih untuk dilakukan.
Solusi atas permasalahan ini yang pa-
ling tepat adalah adanya kebijakan
baru dengan memihak pada keadilan,
sehingga tidak perlu adanya Tunjangan
Perbaikan Penghasilan Guru versus
Staf. Semoga.(*)

KR-JOKO SANTOSO

*)Samsuri Nugroho,
Penulis adaalah Anggota Dewan Pakar
PGRIDIY.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih
partisipasinya dalam menulis dan mengi-
rimkan artikel untuk SKH Kedaulatan
Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya me-
nerima tulisan lewat email:
opinikr@gmail.com dengan panjang
tulisan antara 535 - 575 kata, dengan
mengisi subjek mengenai isu yang ditulis
serta jangan lupa menampilkan fotocopy
identitas. Terimakasih.

Polemik Pengeras Suara dan Sikap Tengah

SEPERTI kisah lama yang terulang la-
gi. Secara resmi Menteri Agama (Menag)
menerbitkan surat edaran (SE) dengan
nomor 05 tahun 2022. Inti penting dari
edaran ini adalah aturan terkait penggu-
naan pengeras suara masjid dan musola.
Ini mengingatkan saya pada kasus
Meiliana yang divonis penjara karena
protesnya atas pengeras suara. Hal ham-
pir senada datang dari istri sutradara
Hanung Bramantyo, Zaskia Adya Mecca.
Pada April 2021, ia memprotes pengeras
suara di dekat tempat tinggalnya karena
dinilai tidak etis cara menggunakannya.
Kedua kasus di atas tentu menuai aten-
si6baik positif maupun negatif.

Sama seperti kedua kasus itu, apa
yang baru-baru ini dilakukan Menag
mengundang hal serupa. Ada pihak pro
dan kontra ketika Menag melayangkan
surat edaran disertai potongan video. Ini
sungguh de javu yang berulang dan
barangkali akan terus berulang. Tidak
akan pernah ada suara yang seragam
ketika membahas ihwal aturan pengeras
suara. Salah satu hal yang menjadi pemi-
cunya karena ia membawa sentimen
agama. Meski tidak semuanya, sebagian
yang menolak menganggap hal demikian
membatasi umat Islam. Di saat ber-
samaan, ada pihak yang tersinggung
karena analogi yang dilakukan Menang
dengan gonggong anjing.

Saya kira apa yang dilakukan Menag
dengan analoginya tidak sepenuhnya
salah. Karena tidak sepenuhnya salah, ia
juga tidak sepenuhnya benar. Jika ingin
berada di sikap tengah pada problem ini,
maka jalan yang dilakukan adalah men-
gonsep dengan elegan pengaturan
pengeras suara tersebut. Saya memaha-
mi, apa yang dilakukan oleh Menag de-
ngan analoginya tidak hendak menya-
makan orang azan dengan gonggong an-
jing. Ia hanya ingin menyampaikan sua-

Moh Rofqil Bazikh

tu analogi di mana sebetulnya suara
yang Dberlebih (apalagi bising) tidak
membuat nyaman. Namun, barangkali
ini menjadi kealpaan Menag, ia sejatinya
bisa memilih dengan analogi lain. Ada
banyak alternalif ketika akan melaku-
kan analogi dalam konteks itu. Ketika
analoginya dengan sesuatu yang sangat
sensitif justru akan terjadi gejolak baru.

Tidak cukup sampai di situ. Jika
Menag bersungguh-sungguh dan tidak
hanya sekadar melayangkan surat
edaran, ada langkah konkret yang harus
dilakukan. Entah itu sosialisasi dengan
ketua ormas dan semacamnya. Kalau ih-
wal aturan pengeras suara hanya se-
batas wacana berupa surat edaran yang
terjadi hanya keributan. Sementara tu-
juan dari dilayangkannya surat edaran
tersebut ternyata tidak terealisasi de-
ngan baik. Sehingga, yang ter-

rang elegan dan terlalu sensitif. Kedua,
ada langkah konkret yang ditempuh
Menang. Soal bagaimana langkah terse-
but, itu mutlak bukan wilayah saya,
Menag pasti lebih mampu memahami
dan memikirkan.

Selain itu, posisi kita sebagai umat
yang paling ideal adalah berada di posisi
tengah. Tidak terlalu condong terhadap
Menag yang dalam hal ini kurang ideal
memberi analogi. Juga tidak memihak
kepada pihak kontra yang membabi buta
karena menganggap hal tersebut pemba-
tasan ruang gerak Islam. Sikap yang ide-
al dan sungguh elegan dalam kasus ini ti-
dak lain adalah berada di pihak tengah.
Hanya sikap moderat yang mungkin kita
lakukan dalam hal ini. Setelah diingat-
ingat, bukankah Menang juga meng-
usung visi moderat?

*)Moh Rofqil Bazikh.
Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang
bermukim di Bantul.

jadi dan apa yang dilakukan
oleh Menag adalah hal yang sia-
sia. Saya yakin, Menag tidak
senang dengan pekerjaan yang
sia-sia, bukan?

Dari itu, catatan di sini terak-
it dengan polemik pengeras
suara ada dua. Pertama, hen-
daknya hal tersebut diedarkan
dan dikemas dengan sebaik
mungkin. Hanya dengan cara
ini, barangkali umat tergerak
hatinya untuk memahami
duduk perkara. Dengan ini pula
tidak akan ada analogi antara
pengeras suara di masjid de-
ngan gonggong anjing. Meski,
untuk problem yang terakhir
saya tidak menganggap mutlak
keliru. Hanya saja - perlu di-

Idul Fitri mendatang boleh mudik bebas.
-- Asal tetap jaga agar mudik nyaman
tetap sehat.

Delegasi Ukraina- Rusia berunding.
-- Angin segar, karena perang pasti
menyengsarakan.

Indikasi pelaksanaan prokes turun.
-- Makanya, angka terpapar Covid-19
makin naik.

Fojok KR

Bezas

catat baik-baik - ’hanya saja’ ku-
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